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PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan arsip dinamis dan untuk 

mewujudkan kemudahan akses arsip bagi  publik serta 

perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya 

pengaturan terkait klasifikasi dan hak akses arsip 

dinamis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan 

Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.370 -2- 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 

diubah  dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang  Ketransmigrasian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5050); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 5495); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264); 

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 463); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG SISTEM 

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 

 

Pasal 1 

Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di 

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan pedoman yang 

bersifat baku dalam melakukan pengamanan dan pemberian 

akses terhadap arsip dinamis di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  

 

Pasal 2 

Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di 

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 
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Pasal 3 

(1) Klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dimuat dalam daftar 

klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(2) Daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis 

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Maret 2017 

 

MENTERI DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

EKO PUTRO SANDJOJO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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